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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala 

dan wakil kepala daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 

Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 

telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026, yaitu 

pasangan Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan H. Gamalis, SE sebagai Pasangan 

Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang dilantik pada tanggal 

26 Februari 2021 oleh Gubernur Kalimantan Timur. Selanjutnya Bupati 

dan Wakil Bupati terpilih, berkewajiban menyusun RPJMD dan 

menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 

(enam) bulan setelah dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan permasalahan pembangunan, 

isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, 

sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program program pembangunan 

daerah. 

Proses penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara 

penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Proses 

dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD yang meliputi: (a) 

penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan 

tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) penyusunan 

agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) penyiapan data dan informasi 

perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD); dan (e) penyusunan rancangan teknokratik 

RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD disusun sebelum penetapan 

kepala dan wakil kepala daerah terpilih. 
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Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 

(lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mengantisipasi 

perubahan serta tuntutan perkembangan lingkungan strategik regional, 

nasional maupun global.  

Perencanaan strategik merupakan langkah awal dalam melakukan 

pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan yang dicapai 

maupun kegagalan dihadapi, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah 

selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta 

mempertanggungjawabkan kinerja sesuai tuntutan masyarakat maupun 

stakeholders lainnya.  

Renstra merupakan komitmen Kecamatan Gunung Tabur yang 

digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan 

pembangunan Kabupaten Berau serta sebagai pedoman dan acuan dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, 

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunung Tabur dengan 

mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta 

peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung 

pencapaian visi Kabupaten Berau, yaitu “MEWUJUDKAN BERAU MAJU 

DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL 

UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER 

DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”. Mengacu pada RPJMD 

Kabupaten Berau 2021-2026, maka Renstra periode 2021-2026 juga 

menetapkan sasaran-sasaran yang memiliki indikator keberhasilan yang 

terukur dan terverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam 

pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Dengan adanya perencanaan 

strategik diharapakan dapat digunakan sebagai pedoman bagi instansi 

pemerintah dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan 

perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud 

pelayanan prima bagi masyarakat. Tuntutan dan aspirasi pemerintah dan 

masyarakat didaerah mengenai desentralisasi dan otonomi diwujudkan 
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dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

yang kemudian disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam Undang-undang mengenai 

Pemerintahan Daerah menekankan upaya untuk berpartisipasi dalam 

mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal 

yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk 

lebih berperan aktif dan memiliki pemeikiran yang berkembang, tanggap 

terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi 

dalam berbagai aktifitasnya. Upaya untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggungjawab perlu suatu media pertanggungjawaban 

yang sistematis dan melembaga. 

Untuk mendapatkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil 

guna diperlukan suatu perencanaan yang matang. Pondasi mengenai 

perencanaan pemerintahan telah dibuat oleh pemerintahan era orde baru 

yang dikenal dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Adopsi 

perencanaan pemerintahan di era sebelumnya coba disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi sekarang yang menitik beratkan perencanaan pada 

pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki 

elemen dasar transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sejalan dengan 

tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah 

startegis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. 

Langkah langkah strategis dalam perencanaan itu yang dikenal dengan 

rencana strategis (Renstra). Beberapa peraturan yang menjadi landasan 

dalam perencanaan pembangunan telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2010 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016. Dengan adanya pedoman yang telah 

diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintahan 
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didaerah baik di tingkat provinsi hingga pemerintahan di kelurahan dapat 

membuat suatu perencanaan yang memiliki keterkaitan satu sama 

lainnya. Sehingga terjadi satu kesepahaman dalam 

pembangunan.Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah 

Kabupaten Berau, Kecamatan Gunung Tabur ikut berpartisipasi dalam 

menyusun rencana strategis Kabupaten Berau. 

Rencana Strategis Kecamatan Gunung Tabur Tahun 2021-2026 

adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gunung Tabur untuk periode 6 

(enam) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan 

program yang disusun sesuai dengan fungsi Kecamatan Gunung Tabur 

dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. 

 

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Berau 2021-2025 ini mengacu 

pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan 

berikut: 

a. Landasan Idiil  : Pancasila 

b. Landasan Konstitusional  : UUD 1945 
 

c. Landasan Operasional : 

1) Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2003 tentang Visi Indonesia Masa 

Depan; 

2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 Tentang 

Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

10) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
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Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

13) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5687); 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenteng Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

16) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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Daerah; 

20) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-3708 Tahun 2020 

Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; 

24) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Berau Tahun 2006 Nomor 2); 

25) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 

(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor Register: 

8/67/2017). 

 

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 

Hubungan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, sebagaimana terlihat pada Gambar 

Gambar 1.1 

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi dan nasional 
 



RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 

KECAMATAN GUNUNG TABUR  
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026 

8 
1 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017 
 

1.3.1. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) 

 

Implementasi RPJMD setiap tahun dijabarkan dalam bentuk 

RKPD. Masing-masing Perangkat Daerah menyusun prioritas program 

tahunan, sehingga pencapaian tujuan lebih fokus, efisien, dan efektif. 

RKPD yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek disusun 

berdasarkan pertimbangan hasil Musrenbang yang dilaksanakan secara 

berjenjang. 

Gambar 1.2 
Hubungan Antara Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah 

dan Jangka Pendek 
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1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.4.1. Maksud 

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gunung Tabur  Tahun 

2021 – 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja 

perangkat daerah untuk 6 (enam) tahun kedepan, yang menggambarkan 

visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program 

kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan 

pembangunan daerah Kabupaten Berau di bidang pelayanan kepada 

masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dokumen Renstra Kecamatan Gunung Tabur Tahun 2021 – 2026 

di tetapkan dengan maksud. 

1) Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau 

acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan 

Kecamatan Gunung Tabur 

2) Untuk menentukan Sasaran, arah kebijakan dan program 

serta kegiatan prioritas Kecamatan Gunung Tabur dalam 

jangka menengah 

3) Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Gunung Tabur 

yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang 

baik, transparan dan akuntabel 

 
1.4.2. Tujuan 

 

Adapun Tujuan  penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah : 

1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap 

tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang; 

2) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara 

efektif, efisien dan berkelanjutan; 

3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi 

antara pelaku pembangunan di Kecamatan Gunung Tabur. 

4) sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang RPJMD; 
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dokumen RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 disusun menurut 

sistematika sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017, 

yang terdiri dari: 

 
BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar 

dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan 

Renstra. 

 
BAB II. GAMBARAN UMUM KECAMATAN GUNUNG TABUR 

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gunung 

Tabur, Sumber Daya Kecamatan Gunung Tabur, Kinerja Pelayanan 

Kecamatan Gunung Tabur, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan 

Pelayanan Kecamatan Gunung Tabur 

 

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bab ini Dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat 

Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi 

permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35, dibagian ini 

juga mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

terkait dengan Visi, Misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih 

 

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

Bab ini berisi visi dan misi Kecamatan Gunung Tabur, tujuan dan 

sasaran, serta strategi dan kebijakan Kecamatan Gunung Tabur Visi dan 

Misi kemudian dijabarkan operasional dalam tujuan dan sasaran 

pembangunan kecamatan yang disertai dengan indikator kinerja dan 

targetnya 
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BAB V. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM  

KECAMATAN GUNUNG TABUR 
 

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan 

Kecamatan Gunung Tabur dalam lima tahun mendatang yaitu dari tabel 

T-C.26 

diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah 

kebijakan serta berbagai program pembangunan Kecamatan dalam lima 

tahun mendatang. 

 
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
INDIKATIF 

Pada Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif 

Adapun penyajiannya menggunakan tabel 6.1 yang bersumber dari tabel 

T-C.27 

 
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN 

GUNUNG TABUR 

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD Kabupaten Berau;  

 
BAB VIII. PENUTUP 

Pada Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan 

penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Gunung Tabur, disertai 

dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman 

pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam 

Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. 


